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ABSTRACT
This article examines the effectiveness of the Corruption Eradication Commission (KPK) in preventing corruption by reviewing its designed strategies and their implementation in the field. Prevention is one of the KPK's important mandates, alongside enforcement, because corruption cannot be eradicated solely through a repressive approach. This research uses a normative-empirical legal method, analyzing regulations related to corruption prevention while utilizing empirical data from a field trip by students from the Muhammadiyah University of Kotabumi (UMKO) to the KPK. The results show that the KPK's prevention strategies include strengthening governance systems through the Monitoring Center for Prevention (MCP), mandatory LHKPN (State Public Accountability Report), electronic procurement of goods and services, anti-corruption education, and the use of digital technology. These strategies are comprehensively designed to promote transparency, accountability, and an anti-corruption culture. However, their implementation still faces several obstacles, such as bureaucratic resistance, limited human resources, and a permissive culture of corruption among the public. The UMKO field trip to the KPK demonstrates that the KPK's prevention strategies have touched the public, particularly the younger generation, through educational programs and an anti-corruption museum. This confirms that successful prevention relies not only on the Corruption Eradication Commission (KPK), but also on the support of the government, universities, and the public. Therefore, the effectiveness of corruption prevention in Indonesia will be strengthened if the strategies designed by the KPK can be implemented consistently, involve public participation, and are supported by changes in the legal culture that reject corrupt practices.
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ABSTRAK
[bookmark: _GoBack]Artikel ini membahas efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan korupsi dengan meninjau strategi yang telah dirancang dan implementasinya di lapangan. Pencegahan menjadi salah satu mandat penting KPK selain penindakan, karena korupsi tidak dapat diberantas hanya dengan pendekatan represif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu menganalisis regulasi terkait pencegahan korupsi sekaligus memanfaatkan data empiris dari hasil field trip mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) ke KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan KPK meliputi penguatan sistem tata kelola melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), kewajiban LHKPN, pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, pendidikan antikorupsi, serta pemanfaatan teknologi digital. Strategi tersebut dirancang secara komprehensif untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya permisif masyarakat terhadap praktik korupsi. Field trip UMKO ke KPK memperlihatkan bahwa strategi pencegahan KPK telah menyentuh ranah edukasi publik, khususnya generasi muda, melalui program pendidikan dan museum antikorupsi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya bertumpu pada KPK, melainkan juga pada dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia akan semakin kuat apabila strategi yang dirancang KPK
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dapat diimplementasikan secara konsisten, melibatkan partisipasi publik, serta didukung perubahan budaya hukum yang menolak praktik koruptif.

Kata Kunci: KPK, pencegahan korupsi, strategi, implementasi, efektivitas.


PENDAHULUAN
Korupsi merupakan masalah krusial yang terus menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Tidak hanya menggerogoti keuangan negara, korupsi juga merusak tata kelola pemerintahan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda utama reformasi sejak era 1998 hingga saat ini. Salah satu wujud keseriusan negara adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas melakukan penindakan sekaligus pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (Nursariani Simatupang, 2020).

Gambar 1 Ketua KPK dalam Kegiatan Field Trip UMKO di KPK

Dalam praktiknya, strategi pencegahan korupsi yang dirancang KPK meliputi berbagai program, antara lain penguatan sistem integritas di lembaga negara, pengawasan tata kelola keuangan, pembangunan sistem e- government, hingga pendidikan antikorupsi di sekolah dan perguruan tinggi. Strategi tersebut

diharapkan dapat meminimalisasi potensi terjadinya praktik koruptif sejak awal. Namun, efektivitas strategi pencegahan sangat ditentukan oleh sejauh mana implementasinya dapat berjalan konsisten, berkesinambungan, dan melibatkan partisipasi publik.
Permasalahan yang muncul adalah terdapat kesenjangan antara strategi yang dirancang dengan realitas implementasi di lapangan. Misalnya, masih adanya birokrasi yang rentan praktik gratifikasi, lemahnya transparansi pengadaan barang dan jasa, serta resistensi dari aparat birokrasi yang tidak sepenuhnya mendukung program reformasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada komitmen pelaksanaannya (Rusadi et al., 2019).
Di sisi lain, tantangan KPK dalam pencegahan korupsi juga muncul dari faktor eksternal, seperti dinamika politik, keterbatasan sumber daya, hingga budaya permisif masyarakat terhadap praktik korupsi kecil (petty corruption). Hal ini berimplikasi pada efektivitas strategi yang telah disusun, karena strategi pencegahan yang baik sekalipun tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan lingkungan sosial-politik yang kondusif (Ervin et al., 2024).
Dengan demikian, penting untuk mengkaji efektivitas KPK dalam pencegahan korupsi, khususnya dalam konteks kesesuaian antara strategi yang telah dirancang dengan implementasi nyata di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana strategi pencegahan korupsi KPK berhasil mencapai tujuan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta peluang perbaikan ke depan.
Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi yang dirancang KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

2. Bagaimana efektivitas implementasi strategi pencegahan korupsi oleh KPK serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya?
METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian	hukum	normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang terkait dengan strategi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendekatan ini penting untuk mengkaji dasar hukum dan kebijakan yang menjadi landasan KPK dalam menjalankan fungsi pencegahan (Ervin et al., 2024).
Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui hasil field trip mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) ke KPK. Kegiatan tersebut memberikan data lapangan berupa pengalaman langsung, paparan materi dari pihak KPK, serta observasi terhadap strategi implementasi pencegahan korupsi yang sedang dijalankan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada kajian teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk data normatif, serta observasi lapangan dalam kegiatan field trip sebagai data empiris. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan menghubungkan kerangka hukum tentang pencegahan korupsi dengan praktik nyata di KPK.
HASIL DAN PEMBAHASAN
STRATEGI YANG DIRANCANG KPK DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak awal berdiri memiliki mandat tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Strategi pencegahan ini dirancang agar potensi praktik koruptif dapat diminimalisasi sejak dini. Pencegahan menjadi

penting karena penindakan saja tidak cukup untuk mengurangi angka korupsi. Strategi pencegahan yang disusun KPK dapat dilihat dalam program-program seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), integrasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan penguatan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Langkah ini bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pemerintahan (Puryanta & Ashila, 2024).
Selain berbasis sistem, KPK juga memiliki strategi dalam bentuk pembangunan budaya antikorupsi. Hal ini diwujudkan melalui program pendidikan antikorupsi di sekolah, perguruan tinggi, dan pelatihan etika integritas bagi aparatur negara. Strategi ini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang berintegritas (Jannah et al., 2024).
Dari hasil field trip mahasiswa UMKO ke KPK, terlihat bahwa strategi pencegahan dikemas dalam program edukasi publik. Mahasiswa diperkenalkan pada nilai-nilai dasar antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian. Hal ini menunjukkan bahwa strategi KPK tidak berhenti di level kebijakan, tetapi juga menyentuh level masyarakat luas, termasuk kalangan akademisi.

Gambar 2 Materi Pengenalan KPK: Peran Generasi Muda Dalam Membangun Budaya Antikorupsi


KPK juga menekankan strategi pencegahan melalui kerja sama lintas sektor, baik dengan kementerian, pemerintah daerah, maupun lembaga swasta. Tujuannya adalah menciptakan integrasi antikorupsi dalam tata kelola organisasi secara menyeluruh (Ervin et al., 2024).
Strategi lain yang penting adalah pemanfaatan teknologi digital. Misalnya, sistem pelaporan gratifikasi online (GOL) yang memudahkan masyarakat dan aparatur untuk melaporkan gratifikasi. Hal ini menjadi salah satu strategi preventif yang diperkenalkan kepada mahasiswa UMKO saat field trip. Strategi pencegahan korupsi juga mencakup penelitian dan kajian kebijakan. KPK secara rutin mengeluarkan rekomendasi perbaikan sistem di sektor rawan korupsi, seperti perizinan, kesehatan, pendidikan, hingga politik. Dengan cara ini, KPK mencoba memperbaiki akar persoalan (Moreno & Coban Cruz, 2015).
Mahasiswa UMKO dalam kegiatan field trip mendapatkan gambaran nyata bahwa strategi pencegahan KPK tidak hanya teoritis. Misalnya, mereka diperlihatkan bagaimana KPK melakukan edukasi melalui museum dan pusat edukasi antikorupsi. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat sebagai bagian dari strategi preventif.
Strategi pencegahan yang dirancang KPK juga sejalan dengan prinsip good governance, yakni keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas (Jundari, 2024). Mahasiswa UMKO mendapatkan penegasan bahwa strategi ini hanya akan efektif jika didukung seluruh elemen bangsa.
Dengan demikian, strategi pencegahan korupsi oleh KPK mencakup pendekatan sistem, budaya, edukasi, kerja sama lintas sektor, dan teknologi. Field trip UMKO memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa strategi ini sangat kompleks dan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kalangan akademisi, untuk dapat berjalan optimal.
EFEKTIVITAS	IMPLEMENTASI STRATEGI	PENCEGAHAN	KORUPSI

OLEH KPK SERTA KENDALA DALAM PRAKTIKNYA
Implementasi strategi pencegahan korupsi oleh KPK masih menghadapi tantangan besar. Meskipun strategi telah dirancang secara komprehensif, efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada komitmen lembaga pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program tersebut (Paeway Ebiem Kahar et al., 2023).
Salah satu kendala yang teridentifikasi adalah resistensi birokrasi. Banyak aparatur pemerintah yang masih enggan membuka data secara transparan atau menganggap program pencegahan KPK sebagai beban administratif. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya implementasi strategi. Dari sisi efektivitas, implementasi MCP dan e-procurement memang berhasil meningkatkan transparansi di beberapa daerah. Namun, tidak jarang terjadi manipulasi data atau praktik “akal-akalan” untuk menghindari pengawasan. Artinya, strategi belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan (Nursariani Simatupang, 2020).
Dalam field trip UMKO ke KPK, mahasiswa memperoleh penjelasan bahwa implementasi strategi pencegahan selalu menghadapi “celah kepatuhan”. Meski sistem sudah transparan, jika mental pelaku birokrasi masih permisif terhadap korupsi, efektivitas strategi akan terhambat.
Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran KPK. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas, mustahil KPK dapat mengawasi seluruh instansi di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan masyarakat sebagai pengawas partisipatif (Puryanta & Ashila, 2024).
Meskipun demikian, implementasi strategi pencegahan tetap membawa dampak positif. Pendidikan antikorupsi yang dipaparkan kepada mahasiswa UMKO menjadi contoh nyata bahwa KPK mampu menginternalisasi nilai integritas sejak dini. Efektivitas ini terlihat dalam peningkatan kesadaran mahasiswa akan pentingnya budaya antikorupsi.

Efektivitas juga terlihat pada kolaborasi KPK dengan perguruan tinggi, termasuk UMKO, dalam membangun jejaring agen perubahan. Mahasiswa yang mengikuti field trip diharapkan dapat menjadi agen antikorupsi di lingkungan akademiknya masing-masing.
Namun, keterlibatan masyarakat dalam mendukung implementasi strategi KPK masih belum optimal. Banyak masyarakat yang pasif atau ragu melaporkan praktik korupsi karena takut menghadapi risiko. Hal ini menjadi kendala non-teknis yang serius (Jannah et al., 2024).
Berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa UMKO, implementasi strategi pencegahan KPK masih memerlukan pendekatan kultural, bukan hanya regulatif. Mereka menyadari bahwa membangun budaya antikorupsi membutuhkan waktu panjang dan peran semua pihak.
Dengan demikian, efektivitas implementasi strategi KPK dalam pencegahan korupsi dapat dikatakan cukup baik tetapi belum maksimal. Field trip UMKO memberikan pemahaman konkret bahwa strategi tanpa implementasi yang kuat hanya akan menjadi konsep di atas kertas. Oleh karena itu, sinergi antara KPK, pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan efektivitas pencegahan korupsi.


Gambar 3 MoU KPK dengan UMKO

SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan  bahwa  strategi  pencegahan

korupsi yang dirancang KPK mencakup penguatan sistem transparansi, pemanfaatan teknologi digital, pendidikan antikorupsi, serta kerja sama lintas sektor. Strategi ini dirancang secara komprehensif untuk mengurangi potensi praktik koruptif sejak dini. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, dan budaya permisif masyarakat terhadap korupsi.
Meskipun demikian, melalui kegiatan edukasi publik, termasuk field trip mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) ke KPK, terlihat bahwa strategi pencegahan mampu memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kritis generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dan perubahan budaya. Dengan demikian, efektivitas pencegahan akan semakin kuat apabila KPK memperoleh dukungan penuh dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas.
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